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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengadaan barang/jasa secara elektronik
di Kabupaten Tulungagung yang mengalami kendala dalam impelemtasinya. Hal
ini menjadi isu yang menarik untuk dikaji menggunakan perspektif hukum positif
dan fiqih siyasah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengadaan
barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana
pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung dalam
perspektif hukum positif? 3) Bagaimana pengadaan barang/jasa secara elektronik
di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif figih siyasah?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Triangulasi digunakan untuk
pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengadaan barang/jasa secara
elektronik di Kabupaten Tulungagung meliputi proses registrasi dan verifikasi.
Beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini terdiri dari: Pengguna Anggaran
(PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Peraturan Pemerintah (PP), Pokja Pemilihan (POKJA), penyedia, serta Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik
dilakukan pada portal khusus di web LPSE Kabupaten Tulungagung yang
difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ada 2 kategori pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten
Tulungagung, yaitu tender dan non tender. Persaingan yang ketat adalah salah satu
realita yang terjadi dalam proses pengadaan ini. 2) Dalam perspektif hukum positif,
pengadaan barang/jasa diKabupaten Tulungagung secara elektronik sejalan dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Pemerintahan. 3) Dalam perspektif fiqih siyasah, pengadaan
barang/jasa secara elektronik memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas
dilihat dari terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung
jalannya transaksi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tulungagung dengan
menggunakan media elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik sejalan
dengan sifat profetik shiddiq, Amanah, fathonah, dan tabligh. Kontrak secara
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tertulis dalam proses pengadaan ini juga sesuai dengan perintah dalam Q.S Al-
Baqarah ayat 282-283.
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This research was motivated by the electronic procurement of
goods/services in Tulungagung Regency which experienced problems in its
implementation. This is an interesting issue to study using the perspective of
positive law and siyasah figh.

The problem formulation in this research is: 1) How are goods/services
procured electronically in Tulungagung Regency? 2) How is the electronic
procurement of goods/services in Tulungagung Regency from a positive legal
perspective? 3) How is the electronic procurement of goods/services in
Tulungagung Regency from the perspective of siyasah figh?

This research is qualitative research with a case study approach. Data
collection techniques use observation, interviews and documentation. The data
analysis technique uses qualitative analysis. Triangulation is used to check the
validity of the data.

The research vresults show that: 1) FElectronic procurement of
goods/services in Tulungagung Regency includes registration and verification
processes. Several parties involved in this process consist of: Budget Users (PA).
Budget User Authority (KPA), Commitment Making Olfficial (PPK), Government
Regulations (PP), Election Working Group (POKJA), providers, and Regional
Apparatus Organizations (OPD). The electronic procurement process for
goods/services is carried out on a special portal on the Tulungagung Regency LPSE
website which is facilitated by the Government Goods/Services Procurement Policy
Institute (LKPP). There are 2 categories of electronic procurement of
goods/services in Tulungagung Regency, namely tender and non-tender. Tight
competition is one of the realities that occurs in this procurement process. 2) From
a positive legal perspective, electronic procurement of goods/services in
Tulungagung Regency is in line with Presidential Regulation Number 12 of 2021
and Regulation of the Head of the Government Goods/Services Procurement Policy
Agency Number 22 of 2013 concerning amendments to the Regulation of the Head
of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute Number 13 of
2013 concerning Guidelines for Procedures for Procurement of Goods/Services in
Government. 3) From the perspective of siyasah figh, electronic procurement of
goods/services fulfills the principles of transparency and accountability as seen
from the open access for the public to know directly the course of goods/services
procurement transactions in Tulungagung Regency using electronic media.
Procurement of goods/services electronically is in line with the prophetic nature of
Siddiq, Amanah, Fathonah, and Tabligh. The written contract in this procurement
process is also in accordance with the orders in Q.S Al-Baqarah verses 282-283.
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